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ABSTRACT  
This study highlights the importance of aligning the Right to be Forgotten (RtbF) with personal data protection 
(PDP) policies and emphasizes the need for further research on its practical implementation in records management. 
While RtbF represents a strategic step toward safeguarding digital privacy, its application remains challenging 
due to the need to balance individual rights with organizational obligations to retain records in compliance with 
regulations. Using a quantitative approach, data were collected through an online survey involving 66 Indonesian 
Records Management Professionals Association (P3RI) members and analyzed using SPSS with chi-square tests. 
The findings reveal that 90% of respondents acknowledge the importance of PDP, and 85% oppose data processing 
without consent. Furthermore, 48.5% support the implementation of RtbF in records management (mean score: 
3.3182), 51.5% report difficulties in deleting data during retention periods, and 50% (mean score: 1.7727) doubt 
the feasibility of its implementation within organizations. This study offers an initial contribution to shaping policy 
direction and practical frameworks for RtbF implementation in the Indonesian archival context.

ABSTRAK
Penelitian ini menyoroti pentingnya sinkronisasi Right to be Forgotten (RtbF) dengan kebijakan Pelindungan Data 
Pribadi (PDP), serta perlunya kajian lebih lanjut terkait implementasinya dalam pengelolaan arsip. RtbF menjadi 
langkah strategis dalam melindungi privasi digital, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan antara hak 
individu dan kewajiban organisasi dalam menjaga arsip sesuai regulasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif, data 
diperoleh melalui survei daring terhadap 66 anggota Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia (P3RI) dan 
dianalisis menggunakan SPSS dengan uji chi-square. Hasil menunjukkan 90% responden menyadari pentingnya 
PDP, dan 85% menolak pemrosesan data tanpa persetujuan. Sebanyak 48,5% mendukung penerapan RtbF dalam 
kearsipan (rata-rata skor 3,3182), 51,5% mengakui kendala dalam penghapusan data selama masa retensi, dan 50% 
(rata-rata 1,7727) meragukan kemudahan implementasinya di organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi 
awal dalam merumuskan arah kebijakan dan praktik RtbF dalam konteks kearsipan di Indonesia.

Keywords: Right to be Forgotten (RtbF); Data protection; Records management; Privacy policy; Indonesian 
regulations.

1.	 PENDAHULUAN 
Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melindungi privasi individu, sebagaimana tercantum dalam 
beberapa kebijakan nasional, seperti Pembukaan UUD RI 1945, Pasal 28G UUD RI 1945, dan UU 
RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Soraja, 2021). Selain itu, UU RI No. 27 Tahun 
2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) mengatur hak dasar masyarakat, termasuk kewajiban 
negara untuk melindungi privasi individu. Data pribadi dalam undang-undang ini didefinisikan 
sebagai seluruh informasi yang berkaitan atau dapat diidentifikasi dengan seseorang, baik melalui 
media elektronik maupun konvensional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 
2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).
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Kerangka hukum mengenai pelindungan data pribadi telah dibentuk dengan cukup kuat, namun 
implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Banyak kasus menunjukkan 
kegagalan dalam melindungi data pribadi, baik oleh individu maupun organisasi. Sebagai contoh, 
terjadi penyalahgunaan data pribadi pelamar kerja di Jakarta Timur, di mana puluhan pelamar diminta 
menyerahkan KTP, foto diri, dan ponsel sebagai syarat bekerja, yang kemudian disalahgunakan 
untuk pengajuan pinjaman online tanpa persetujuan (Hidayah, 2024). Pada tahun 2020, kasus 
kebocoran data besar juga terjadi di Tokopedia, di mana 91 juta akun pengguna dijual di forum 
dark web Empire Market (Ayu & Nasution, 2023).

Kegagalan dalam melindungi data pribadi juga terjadi di organisasi publik. Pada tahun 2024, 
serangan siber Ransomware melumpuhkan server pusat data nasional yang dikelola Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Insiden ini mengganggu aktivitas masyarakat dan layanan 
instansi seperti imigrasi (Dewi, 2024). Berdasarkan riset Surfshark selama Januari 2020 hingga 
Januari 2024, Indonesia bahkan masuk dalam sepuluh besar negara dengan kebocoran data pribadi 
terbanyak setelah Prancis (Ahdiat, 2024).

Kasus-kasus tersebut memiliki dampak luas, termasuk di bidang kearsipan. Arsip personal, 
yang mencakup informasi tentang kehidupan individu dalam berbagai format, merupakan bagian 
dari data pribadi yang harus dilindungi untuk menjaga integritasnya (Fachmi & Salim, 2023). 
Gangguan terhadap integritas, kerahasiaan, keterpercayaan, dan ketersediaan arsip personal dapat 
dikategorikan sebagai kegagalan pelindungan data pribadi (Anugerah & Tantimin, 2022).

Pada arsip elektronik, aspek authenticity menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan 
dan untuk memenuhi aspek authenticity harus memiliki persyaratan identity dan integrity (Lemieux, 
2017). Pengelola arsip menghadapi tantangan untuk menyediakan akses terhadap arsip sambil 
memastikan pelindungan data pribadi yang terkandung di dalamnya (Lemieux & Werner, 2024). 
Henttonen (2017) juga menekankan pentingnya pelindungan data pribadi dalam pengelolaan arsip 
karena aspek ini memengaruhi jenis informasi yang dihasilkan, cara aksesibilitasnya, serta proses 
penyimpanan arsip tersebut. 

Pengelola arsip perlu menghormati hak-hak subjek data, salah satunya adalah Right to be 
Forgotten (RtbF). Prinsip RtbF memberikan hak kepada individu untuk menghapus data pribadi 
mereka sesuai keinginan pemilik data pribadi/subjek data. Mladenov & Dabetić (2021) menjelaskan 
bahwa RtbF memungkinkan individu membatalkan atau menolak penggunaan informasi pribadinya, 
termasuk yang terdapat dalam dokumen publik. Namun, terdapat konflik antara prinsip RtbF dan 
kewajiban kearsipan, terutama terkait penyimpanan arsip sebagai memori kolektif yang harus dijaga 
untuk memenuhi persyaratan administratif dan hukum.

Komunitas kearsipan memiliki peran penting dalam menangani isu tersebut karena keterlibatan 
mereka dapat memengaruhi ekosistem kearsipan secara keseluruhan. Sebagai contoh, komunitas 
kearsipan dapat melakukan advokasi pembelajaran terkait isu-isu seperti RtbF dalam PDP kepada 
anggotanya (Bramantya, 2020). Di Indonesia, Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia 
(P3RI) berperan penting dalam memberikan ruang kolaborasi antarbidang, terutama dalam 
menghadapi perkembangan teknologi (Safitri, 2020). Maka dengan meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan anggotanya, P3RI diharapkan dapat menciptakan pengelola arsip yang profesional 
dan memenuhi kebutuhan industri saat ini (Lawanda, 2018).

Dalam bidang kearsipan, jadwal retensi arsip (JRA) menjadi elemen penting untuk menentukan 
durasi penyimpanan arsip. Sebagai contoh, dalam bidang kesehatan (rekam medis), arsip harus 
disimpan minimal 25 tahun sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang 
Rekam Medis, dan pencatatan tidak boleh dihapus dengan cara apa pun (Siregar, 2024). Selain itu, 
pada bidang kenotariatan, protokol menyimpan minuta akta yang memuat data pribadi juga wajib 
dijalankan, dengan ancaman sanksi jika tidak dipatuhi (Tobing, 2016).
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Harmonisasi antara kegiatan kearsipan dan prinsip RtbF diperlukan untuk memastikan kepatuhan 
terhadap peraturan sekaligus memenuhi hak subjek data. Kolaborasi antardisiplin ilmu dan para 
pengelola arsip, baik dari lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, individu, maupun komunitas 
kearsipan sangat penting. Kolaborasi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang efektif dan dapat 
diterapkan bersama. Fachmi & Grataridarga (2023) memetakan penelitian terkait RtbF dalam 
kearsipan melalui analisis bibliometrik menggunakan dimensions.AI. Dari 2014–2023, rata-rata 
hanya 0,7 publikasi terkait kearsipan yang terbit setiap tahun. Penelitian lanjutan diperlukan untuk 
mengeksplorasi RtbF lebih dalam, termasuk menggunakan metode tinjauan literatur argumentatif. 
Penelitian Fachmi & Inamullah (2024) menemukan bahwa implementasi RtbF dan JRA membutuhkan 
pertimbangan kebijakan privasi, klasifikasi tingkatan RtbF, serta persetujuan subjek data agar kedua 
regulasi dapat diakomodasi tanpa bertentangan.

Mangini et al. (2020) menyoroti implementasi RtbF dan tantangannya melalui survei kuantitatif 
terhadap organisasi dan pengguna. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi sedang beradaptasi 
dengan prinsip RtbF dan General Data Protection Regulation (GDPR), sementara responden merasa 
puas dengan pelindungan privasi dalam kebijakan GDPR. Presthus & Sørum (2018) mempelajari 
kesadaran konsumen terhadap GDPR dan dampaknya terhadap hak privasi. Sebanyak 26% responden 
memiliki pemahaman yang samar, dan 21% belum pernah mendengar tentang GDPR. Meski begitu, 
responden memiliki pandangan positif terhadap GDPR, meskipun skeptis terhadap penegakan 
regulasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
perspektif P3RI terhadap prinsip RtbF dalam pelindungan data pribadi terkait pengelolaan arsip. 
Jika ditemukan interaksi signifikan antarvariabel dalam analisis data, temuan tersebut akan dibahas 
untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Terbatasnya penelitian terkait kearsipan di 
Indonesia menjadikan topik ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan mengembangkan 
pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu kearsipan, khususnya terkait isu 
pelindungan data pribadi. Pengelola arsip diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan pelindungan 
data sesuai amanat UU RI Pasal 63 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2.	 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 	Pelindungan Data Pribadi
Pelindungan data pribadi adalah upaya melindungi data seseorang selama data tersebut diproses 
atau digunakan, dengan tujuan menjamin hak konstitusional subjek data. Pemerintah menjamin 
penghormatan dan pengakuan terhadap pentingnya pelindungan data, sebagaimana diatur dalam 
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 
2022). Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercermin dalam berbagai 
kebijakan internasional, seperti Pasal 12 The Universal Declaration of Human Rights, Pasal 9 The 
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005, Pasal 8 The European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950, serta Pasal 21 The Arab Charter 
of Human Rights 2004. Di Indonesia, komitmen untuk melindungi privasi individu tercantum dalam 
Pembukaan UUD RI 1945, Pasal 28G UUD RI 1945, serta UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Soraja, 2021).

Pelindungan data pribadi berkaitan erat dengan pengelolaan informasi pribadi individu, baik 
dalam penggunaannya maupun dalam informasi yang diperoleh pihak lain melalui berbagai media 
yang harus dihormati dan dilindungi (Royal Society, 2018). Pengendalian atas informasi pribadi 
adalah hak privasi yang wajib dilindungi oleh organisasi maupun individu lain. Namun, pelindungan 
data pribadi menghadapi tantangan unik karena sifatnya yang berbeda dengan benda fisik. Kehilangan 
benda fisik umumnya hanya menimbulkan kerugian finansial, sementara penyalahgunaan atau 
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pencurian data pribadi dapat menyebabkan kerugian yang lebih luas, termasuk finansial, reputasi, 
dan pelanggaran privasi (Fachmi & Mayesti, 2022). Oleh karena itu, dalam Undang-Undang PDP, 
individu disebut sebagai subjek data, bukan objek data, karena informasi tersebut melekat dan 
merepresentasikan individu baik di dunia nyata maupun digital.

2.2	 Arsip Personal/Data Pribadi
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang PDP mendefinisikan data pribadi sebagai semua 
data dan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang melalui berbagai medium. Definisi ini 
sejalan dengan Pasal 4 ayat 1 The EU General Data Protection Regulation, yang menyebutkan 
bahwa data pribadi adalah setiap informasi yang berkaitan dengan individu yang teridentifikasi 
atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung (GDPR, 2016). Oleh karena 
itu, data pribadi dapat dianggap sebagai arsip personal karena mencakup konten dalam berbagai 
bentuk, baik elektronik maupun non-elektronik. Hal ini juga didukung oleh pandangan IFLA-ICA 
(2020), yang menyatakan bahwa data pribadi merupakan arsip personal karena informasi pribadi 
seseorang tersimpan dan terdokumentasi di dalamnya.

Regulasi pelindungan data pribadi berdampak luas pada berbagai sektor. The National Archives 
UK, misalnya, telah menyusun Guide to Archiving Personal Data yang mengacu pada regulasi GDPR 
untuk memastikan praktik kearsipan sesuai dengan ketentuan hukum, melindungi hak individu dan 
organisasi, serta mengurangi risiko kerugian (Pratiwi, 2019). Panduan ini tidak hanya diperuntukkan 
bagi pengelola arsip, tetapi juga mereka yang bekerja dengan koleksi arsip personal. Layanan arsip 
wajib memastikan kebijakan dan prosedur pengelolaan arsip mematuhi undang-undang, khususnya 
dalam hal penyimpanan, keamanan, dan akses terhadap data pribadi (The National Archives UK, 
2018).

2.3	 Right To be Forgotten
Pada konteks pelindungan data pribadi, konstitusi menjamin hak-hak subjek data melalui Undang-
Undang Republik Indonesia tentang PDP. Undang-Undang ini memberikan berbagai hak kepada 
subjek data, termasuk: hak untuk mendapatkan informasi (The right to information), hak akses (The 
right of access), hak untuk memperbaiki data (The right to rectification), hak untuk membatasi 
pemrosesan data (The right to restriction of processing), hak portabilitas data (The right to data 
portability), hak untuk menolak dan pengambilan keputusan otomatis (The right to object and 
automated decision-making), serta hak untuk dilupakan atau penghapusan data (Right to be Forgotten/
Right to erasure) (Custers & Vrabec, 2024). Hak-hak ini diatur dalam GDPR, yang dianggap sebagai 
“a gamechanger and a gold standard” dalam pelindungan data pribadi, dan menjadi acuan untuk 
UU RI PDP No. 27 Tahun 2022 di Indonesia (Andrew & Baker, 2021).

Jika ditelusuri lebih lanjut, hak-hak tersebut telah diatur dalam pasal-pasal UU RI PDP dan 
GDPR, antara lain: a) The right to information (Pasal 12-14 GDPR; Pasal 5, 12 PDP), b) The right 
of access (Pasal 15 GDPR; Pasal 5, 7 PDP), c) The right to rectification (Pasal 16 GDPR; Pasal 6 
PDP), d) The right to restriction of processing (Pasal 18 GDPR; Pasal 11 PDP), e) The right to data 
portability (Pasal 20 GDPR; Pasal 13 PDP), f) The right to object and automated decision-making 
(Pasal 21-22 GDPR; Pasal 10 PDP), dan g) Right to be Forgotten/Right to erasure (Pasal 17 & 19 
GDPR; Pasal 8 PDP) (GDPR, 2016; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 
Tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022).

Hak untuk Dilupakan merupakan salah satu fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, RtbF 
adalah bagian dari manajemen privasi individu yang memberikan hak kepada seseorang untuk 
menghapus informasi pribadinya atas permintaan, sehingga memastikan tidak ada pihak lain yang 
dapat mengakses atau menggunakan data pribadinya (Henttonen, 2017). Hak ini memperkuat posisi 
subjek data dengan meningkatkan kontrol mereka atas data pribadi serta memastikan bagaimana 
organisasi mengelola data tersebut (Mangini et al., 2020).
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3.	 METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengeksplorasi persepsi dan implementasi 
RtBF dalam pengelolaan arsip dan pelindungan data pribadi. Pendekatan ini dipilih karena mampu 
menghasilkan data statistik yang mendukung atau membantah teori sebelumnya melalui pengujian 
hipotesis (Leavy, 2017). Subjek penelitian terdiri dari anggota P3RI yang telah memberikan consent 
(persetujuan seseorang untuk data pribadinya diproses) dan bekerja di berbagai sektor, seperti swasta, 
BUMN, pemerintah, lembaga negara, organisasi non-profit, dan lembaga pendidikan.

Peneliti menggunakan teknik simple random sampling untuk memastikan setiap elemen dalam 
populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih (Leavy, 2017). Teknik ini dipilih karena 
memungkinkan generalisasi hasil penelitian (Sari, 2017) dan sesuai dengan populasi yang homogen 
(Rinaldi et al., 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Perkumpulan Profesi 
Pengelola Rekod Indonesia (P3RI) per 05 Maret 2024 yang berjumlah 189 orang. Data dikumpulkan 
melalui kuesioner yang dirancang berdasarkan literatur terkait (Gáti & Simay, 2020; Mangini et al., 
2020; Presthus & Sørum, 2019; Steinbart et al., 2017).

Kuesioner terdiri dari tiga bagian utama: (1) informasi demografi, seperti usia, jenis kelamin, 
latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan terakhir, dan pekerjaan saat ini; (2) pengetahuan dan 
kepedulian terhadap pelindungan data pribadi/arsip pribadi, diukur dengan skala Likert 4 poin (1: 
Sangat Tidak Setuju hingga 4: Sangat Setuju); serta (3) pemahaman dan implementasi RtbF, yang 
diukur dengan skala Likert 4 poin untuk menilai persepsi responden terhadap implementasi RtbF 
dan pelindungan data pribadi di organisasi. Kuesioner disebarkan melalui platform SurveyMonkey 
menggunakan media daring seperti WhatsApp grup P3RI pada 1 April hingga 13 Mei 2024, dengan 
tenggat waktu tertentu untuk pengisian.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji chi-square untuk menguji hubungan antara 
variabel demografi dengan persepsi dan implementasi RtbF. Uji chi-square dipilih karena sesuai 
untuk menganalisis data kategori dan mengidentifikasi hubungan antara variabel independen 
(misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan) dan variabel dependen (misalnya pengetahuan 
dan kepedulian terhadap RtbF). Data dikodekan dan dianalisis menggunakan perangkat lunak 
statistik SPSS. Nilai p kurang dari 0,05 menunjukkan perbedaan signifikan, sedangkan nilai p lebih 
dari 0,05 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara dua variabel.

Penelitian ini mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk memperoleh persetujuan responden, 
menjamin kerahasiaan data pribadi, dan memberikan informasi lengkap tentang tujuan serta manfaat 
penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang 
persepsi dan implementasi RtbF dalam pengelolaan arsip serta pelindungan data pribadi di Indonesia. 
Pada April 2024, sebanyak 75 responden telah menyelesaikan kuesioner, sementara 66 responden 
lainnya melengkapi survei daring. Gabungan dari data responden tersebut menjadi sampel penelitian. 
Uji reliabilitas variabel dilakukan menggunakan Cronbach’s alpha, dengan hasil keseluruhan sebesar 
0,811. Reliabilitas untuk variabel pengetahuan dan kepedulian terhadap pelindungan data pribadi/
arsip pribadi mencapai 0,750, sedangkan variabel pemahaman implementasi mencapai 0,695. Hasil 
ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian dapat diandalkan, karena nilai Cronbach’s alpha antara 
0,45–0,98 dianggap dapat diterima (Taber, 2018).

4.	 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	 Profil Perkumpulan Profesi Pengelola Rekod Indonesia (P3RI)
P3RI didirikan pada tahun 2017 di Jakarta sebagai respons terhadap tantangan dalam memajukan 
profesi pengelola rekod di Indonesia. P3RI menjalankan berbagai program, seperti advokasi, 
pembangunan jaringan dengan berbagai instansi dan individu, serta pengembangan kompetensi 
anggotanya. Anggota P3RI terdiri dari pengelola rekod yang bekerja di berbagai sektor, termasuk 
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swasta, BUMN, pemerintah, lembaga negara, organisasi non-profit, dan lembaga pendidikan. Mereka 
bertugas mengelola rekod dan arsip untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi serta persyaratan 
hukum (P3RI, 2021). Keanggotaan juga terbuka bagi praktisi, akademisi, pemerhati, mahasiswa, 
anggota kehormatan, dan masyarakat umum yang berminat di bidang kearsipan.

Melalui komunitas ini, profesionalisme pengelola arsip dapat terus dikembangkan dengan 
berbagi pengetahuan, mendorong kepatuhan terhadap regulasi, serta menghasilkan gagasan melalui 
penelitian dan publikasi (Mulcahy, 2018). Perspektif yang beragam dalam memahami tantangan 
kearsipan menjadi kunci untuk memastikan kontribusi kearsipan dapat melindungi hak subjek data, 
termasuk penerapan RtbF. P3RI juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi anggotanya 
dengan menyediakan peluang untuk mempelajari teori dan praktik kearsipan, sehingga keterampilan 
manajemen arsip dapat terus diasah. Diharapkan anggota P3RI dapat berinteraksi dengan komunitas 
profesional lainnya untuk mengembangkan spesialisasi di bidang kearsipan (Bramantya, 2020).

Keberagaman latar belakang bidang pekerjaan anggota P3RI membuka peluang kolaborasi yang 
luas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kompetensi pengelola arsip dalam memahami 
pelindungan data pribadi (PDP) dan Right to be Forgotten (RtbF). Kolaborasi ini tidak hanya 
memperkuat tata kelola arsip yang akuntabel, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak subjek 
data, termasuk hak untuk dilupakan, dapat diakomodasi secara konsisten. Sebagai organisasi profesi, 
P3RI turut menjalankan peran masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 63 Undang-
Undang PDP, melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan 
pengawasan terhadap praktik pelindungan data pribadi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan 
harmonisasi antara pengelolaan arsip dan prinsip-prinsip PDP (Fachmi & Inamullah, 2024). Hal 
ini sejalan dengan pandangan Klymenko et al. (2022) yang menekankan pentingnya kolaborasi 
interdisipliner untuk memahami isu secara menyeluruh dan menghasilkan solusi yang dapat diterima 
secara kolektif.

4.2	 Pemahaman dan Pengetahuan terhadap PDP dan RtbF
Tabel 1 menyajikan hasil survei terkait pemahaman dan kepedulian responden terhadap pelindungan 
data pribadi di kalangan 66 responden. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
(90,9%) sangat setuju bahwa arsip pribadi penting bagi mereka, dengan rata-rata penilaian 3,9091. 
Kesadaran ini kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah responden dalam penelitian. 
Namun, temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya seperti Presthus & Sørum (2018), 
Sirur et al. (2018), Mangini et al. (2020), dan Gáti & Simay (2020), yang menunjukkan tingginya 
kepedulian terhadap pelindungan data pribadi. Pengetahuan dan kesadaran individu atau kelompok 
tentang pelindungan data pribadi berasal dari kemampuan dan pemahaman yang baik terkait praktik 
keamanan informasi (Gunawan, 2021).

Sebanyak 60,6% responden setuju bahwa UU PDP secara jelas menjelaskan tentang privasi, 
dengan rata-rata penilaian 3,1818. Hal ini tentu sejalan dengan komitmen pemerintah dalam 
memberikan landasan hukum yang baik untuk melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dengan 
menerbitkan UU PDP (Kennedy, 2024). Namun, hanya 45,5% responden yang percaya bahwa setelah 
penerbitan UU PDP, data pribadi mereka lebih aman, dengan rata-rata penilaian 2,7879. Salah 
satunya karena belum disahkan peraturan turunan dari UU PDP yang bisa menyebabkan kekeliruan 
dan kekosongan hukum dalam penerapan pasal-pasal yang ada di dalamnya (Azzahra et al., 2024).

Tingkat pemahaman dan pengetahuan responden terhadap pelindungan data pribadi (PDP) 
dan Right to be Forgotten (RtbF) penting untuk dicermati secara kritis. Meskipun hasil penelitian 
menunjukkan nilai pemahaman yang tinggi, hal ini belum tentu mencerminkan kesiapan praktis 
pengelola arsip dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kearsipan. Gáti dan 
Simay (2020) menyebut fenomena ini sebagai privacy paradox, yaitu kontradiksi antara sikap 
positif terhadap pelindungan data dan tindakan nyata yang belum sejalan dengan pemahaman 
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tersebut. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, 
tetapi juga membangun kapasitas praktis dalam implementasi kebijakan pelindungan data pribadi 
di lingkungan kerja.

Selain itu, sebagian besar responden (84,8%) tidak setuju untuk memberikan izin kepada pihak 
ketiga untuk mengelola data mereka tanpa persetujuan, dengan rata-rata penilaian 1,2576. Hal ini 
tentu menjadi sangat penting karena bila organisasi ingin memproses data pribadi seseorang maka 
diperlukan persetujuan dalam pemrosesan data pribadi oleh pemilik data pribadi dan hal ini tertuang 
dalam pasal 19, 20, dan 21 UU PDP terkait dengan user consent. Hal ini menjadikan user consent 
menjadi hak voluntary seseorang dan hal tersebut menjadi sebuah kewajiban (mandatory) untuk 
setiap organisasi yang memproses data pribadi (Aribowo et al., 2025).

Pemahaman responden terhadap konsep “Hak untuk Dilupakan” bervariasi. Sebanyak 40,9% 
responden menyatakan bahwa mereka memahami konsep tersebut, sementara 48,5% responden 
serius mempertimbangkan penggunaannya untuk menghapus data pribadi mereka, dengan rata-rata 
penilaian masing-masing 2,7424 dan 3,2576. Kepercayaan terhadap organisasi yang menerapkan 
prinsip ini cukup tinggi, dengan 43,9% responden setuju bahwa penerapan RtbF meningkatkan 
kepercayaan mereka terhadap pengelolaan data pribadi, dengan rata-rata penilaian 3,1667. 
Sebanyak 53,0% responden sering mempertimbangkan untuk menghapus atau memverifikasi proses 
penghapusan data pribadi mereka, dengan rata-rata penilaian 3,0606.

Tabel 1. Pengetahuan dan kepedulian terhadap pelindungan data pribadi/arsip pribadi (n=66)

No. Questions
Selected answer options Rata-

rataSangat 
Setuju Setuju Cukup 

Setuju
Tidak 
Setuju

P1 Arsip pribadi/data pribadi penting bagi saya. 60 
90,9%

6 
9,1%

0
0,0%

0
0,0% 3.9091

P2 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan 
dengan jelas tentang privasi.

19
28,8%

40
60,6%

7
10,6%

0
0,0% 3.1818

P3
Saya yakin bahwa setelah diterbitkannya Undang-Undang 
Pelindungan Data Pribadi, arsip pribadi/data pribadi saya 
ditangani dan dikelola dengan cara yang lebih aman.

14
21,2% 30

45,5%
16

24,2%
6

9,1% 2.7879

P4

Saya bersedia memberikan izin kepada pihak ketiga untuk 
mengolah, mengumpulkan, dan mengirim arsip pribadi/
data pribadi saya tanpa sepengetahuan dan persetujuan 
saya.

2
3,0%

3
4,5%

5
7,6%

56
84,8% 1.2576

P5 Saya mengerti dengan jelas apa itu Hak untuk Dilupakan 
(Right to be Forgotten).

13
19,7%

27
40,9%

22
33,3%

4
6,1% 2.7424

P6
Saya mempertimbangkan secara serius permintaan peng-
hapusan arsip pribadi/data pribadi dengan menerapkan 
Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten).

26
39,4%

32
48,5%

7
10,6%

1
1,5% 3.2576

P7
Penerapan Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten) 
oleh organisasi membuat saya lebih percaya pada proses 
pengelolaan arsip pribadi/data pribadi saya.

25
37,9%

29
43,9%

10
15,2%

2
3,0% 3.1667

P8 Saya sering mempertimbangkan untuk menghapus atau 
memverifikasi proses penghapusan data pribadi saya.

20
30,3%

35
53,0%

6
9,1%

5
7,6% 3.0606

P9
Saya telah menggunakan prinsip Hak untuk Dilupakan 
(Right to be Forgotten) dalam pengelolaan arsip pribadi/
data pribadi saya.

5
7,6%

22
33,3%

25
37,9%

14
21,2% 2.2727

P10 Hak untuk Dilupakan (Right to be Forgotten) dapat 
memenuhi kebutuhan saya terkait dengan privasi.

26
39,4%

32
48,5%

7
10,6%

1
1,5% 3.2576

Sumber: Data primer diolah (2024)
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Sebagian responden (37,9%) telah menerapkan prinsip RtbF dalam pengelolaan data pribadi 
mereka, dengan rata-rata penilaian 2,2727. Selain itu, 48,5% responden merasa bahwa penerapan 
RtbF dapat memenuhi kebutuhan privasi mereka, dengan rata-rata penilaian 3,2576. Secara 
keseluruhan, survei menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pelindungan 
data pribadi, meskipun terdapat keraguan mengenai efektivitas penerapan dan keamanan yang ada 
di UU PDP dan konsep RtbF. Secara pemahaman, RtbF merupakan hak seseorang untuk meminta 
penghapusan seluruh informasi mengenai dirinya pada organisasi yang menyimpan, memproses, dan 
menggunakan data pribadi individu. Sebagaimana hasil survei, kesadaran dan pemahaman tentang 
RtbF menjadi penting untuk setiap individu karena hak tersebut merupakan salah satu aspek dari 
hak privasi seseorang dan dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak privasi dan hak 
asasi manusia (Amalia et al., 2023).

Meskipun tingkat pemahaman responden terhadap pelindungan data pribadi (PDP) dan Right to 
be Forgotten (RtbF) tergolong tinggi, hal tersebut belum dapat menjamin bahwa mereka memiliki 
kemampuan praktis yang setara dalam menerapkan dan menafsirkan kebijakan tersebut. Sirur et al. 
(2018) juga menemukan bahwa baik organisasi maupun individu sering mengalami kesulitan dalam 
mengimplementasikan PDP, terutama karena kompleksitas dan cakupan regulasi yang luas. Oleh 
karena itu, dibutuhkan regulasi turunan yang jelas dan operasional sebagai panduan pelaksanaan 
PDP dan RtbF di tingkat organisasi. Di Indonesia, Undang-Undang PDP seharusnya diikuti dengan 
peraturan pelaksana setelah masa transisi berakhir pada 17 Oktober 2024. Namun hingga saat ini, 
peraturan turunan tersebut belum diterbitkan (Rizki, 2024). Ketiadaan panduan ini menjadi kendala 
signifikan karena peraturan pelaksana dapat berperan sebagai jembatan antara pemahaman teoretis 
dan implementasi praktis dalam kegiatan pengelolaan data pribadi di berbagai sektor.

4.3	 Implementasi PDP dan RtbF
Kesadaran ini berdampak pada implementasi pelindungan data pribadi dan pemenuhan hak 
subjek data, termasuk Hak untuk Dilupakan (RtbF). Tabel 2 menyajikan hasil survei mengenai 
pemahaman dan implementasi kebijakan pelindungan data pribadi di kalangan 66 responden. Survei 
ini menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan terkait kepatuhan 
hukum dan pengelolaan arsip pribadi. Sebagian besar responden (59,1%) sangat setuju bahwa 
mereka mematuhi hukum yang berlaku di yurisdiksi masing-masing, dengan rata-rata penilaian 
3,5758. Sebanyak 68,2% responden juga sangat setuju bahwa pengelolaan dan pengumpulan arsip 
pribadi oleh organisasi merupakan hal yang penting, dengan rata-rata penilaian 3,6667. 

Tingginya tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh ruang lingkup responden yang terbatas 
pada bidang kearsipan, di mana kepatuhan hukum menjadi aspek penting karena berkaitan dengan 
peraturan perundang-undangan yang mendasari pengelolaan arsip (Deliarnoor, 2021). Temuan ini 
juga sejalan dengan penelitian Matthew (2024), yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap 
peraturan pelindungan data pribadi meningkatkan efektivitas implementasi, mempermudah 
pengakuan dan penghormatan terhadap privasi, serta menciptakan kepastian hukum. Kesadaran 
hukum, yang didefinisikan sebagai kesadaran individu atau kelompok terhadap aturan yang berlaku, 
dipengaruhi oleh nilai-nilai internal seperti pemahaman tentang hak asasi manusia (Nora, 2023). 
Maka dengan demikian, pemahaman hukum mencakup kemampuan untuk mengetahui, memahami, 
dan mematuhi aturan yang berlaku (Pakpahan, 2024). 

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga 
menekankan pentingnya regulasi pelindungan data pribadi untuk melindungi, menjamin, dan 
memenuhi hak konstitusional masyarakat Indonesia (Zulfikar, 2023). Selanjutnya, sebanyak 60,6% 
responden merasa penting untuk menyetujui syarat dan ketentuan dalam pengelolaan arsip pribadi 
mereka, dengan rata-rata penilaian 3,5606. Namun, hanya 15,2% responden yang sangat setuju 
bahwa arsip pribadi yang mereka serahkan menjadi sepenuhnya milik organisasi, dengan rata-rata 
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penilaian 2,1364. Sebanyak 48,5% responden setuju bahwa pengelolaan arsip pribadi yang telah 
diserahkan harus tunduk pada aturan organisasi, dengan rata-rata penilaian 2,8636. Selain itu, 48,5% 
responden sangat setuju bahwa konsep RtbF dapat diterapkan dalam kegiatan kearsipan, dengan 
rata-rata penilaian 3,3182.

Sebanyak 50,0% responden setuju bahwa pengelola arsip membutuhkan dukungan dari 
departemen lain dalam mengimplementasikan kebijakan, dengan rata-rata penilaian 3,2121. 
Keyakinan bahwa Hak untuk Dilupakan dapat diterapkan dalam pengelolaan arsip didukung 
oleh 45,5% responden, dengan rata-rata penilaian 3,2576. Namun, hanya 9,1% responden yang 
menyatakan bahwa organisasi mereka telah menyusun kebijakan terkait Hak untuk Dilupakan, 
dengan rata-rata penilaian 2,2273. Sebanyak 51,5% responden sangat setuju bahwa mengintegrasikan 
prinsip Hak untuk Dilupakan ke dalam pengelolaan arsip adalah penting, dengan rata-rata penilaian 
3,3788.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sikap positif terhadap Right to be Forgotten 
(RtbF) dan implementasinya di lapangan. Meskipun sebagian besar responden memahami pentingnya 
RtbF dan mendukung penerapannya, jumlah organisasi yang benar-benar mengimplementasikannya 
masih sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya pedoman teknis yang 
mengatur bagaimana pasal mengenai RtbF seharusnya dilaksanakan dalam praktik (Mangini et al., 
2020). Padahal, regulasi mengenai pelindungan data pribadi sudah berlaku penuh di Indonesia dan 
seharusnya disertai dengan peraturan turunan yang memberikan acuan implementatif bagi organisasi. 
Namun hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan tersebut (Rizki, 2024), sehingga 
menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan RtbF di berbagai institusi.

Tantangan dalam implementasi kebijakan ini juga terlihat dari 51,5% responden yang melaporkan 
kesulitan ketika pemilik arsip meminta penghapusan sebelum masa retensi berakhir, dengan rata-rata 
penilaian 2,7273. Selain itu, 50,0% responden merasa sulit meminta penghapusan arsip pribadi 
mereka dari organisasi, dengan rata-rata penilaian 1,7727.  Meskipun demikian, penelitian lain 
menunjukkan bahwa banyak individu merasa penting untuk meminta perusahaan menghapus data 
pribadi mereka, dan sebagian besar telah melakukannya (Presthus & Sørum, 2019). Di negara-
negara Eropa, implementasi PDP dan RtbF lebih maju karena GDPR telah lama diterapkan. Survei 
Surfshark mencatat bahwa antara 2015–2021 lebih dari 1 juta orang menggunakan hak tersebut, 
dengan setengah dari permintaan berasal dari Eropa Barat, dan seperempat dari total permintaan 
berasal dari Prancis (Surfshark, 2023). 

Hasil survei secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun kesadaran dan kepatuhan 
terhadap hukum serta pentingnya pengelolaan arsip pribadi cukup tinggi, masih terdapat tantangan 
signifikan dalam implementasi kebijakan pelindungan data pribadi, terutama terkait penerapan 
Hak Untuk Dilupakan dan penghapusan arsip aktif. Penelitian lain menunjukkan bahwa RtbF 
memiliki dampak positif dalam meningkatkan privasi, namun implementasi RtbF dan Pelindungan 
Data Pribadi (PDP) dalam organisasi masih menghadapi berbagai kendala. Mangini et al. (2020) 
dalam penelitiannya mendapati sebanyak 70% responden tidak pernah menggunakan RtbF, dengan 
tantangan utama terletak pada proses pencadangan data pribadi. Penghapusan data pribadi dari arsip 
hanya dapat dilakukan sesuai jadwal. Pada konteks kearsipan, kolaborasi antara berbagai pihak 
sangat diperlukan, mengingat RtbF berkaitan erat dengan retensi dan penilaian arsip (appraisal).

Penelitian Vavra (2018) menyatakan bahwa RtbF menimbulkan tantangan bagi pengelola 
arsip, yang pada dasarnya bertugas memberikan akses informasi kepada publik. Hal ini dapat 
berbenturan dengan nilai-nilai profesi pengelola arsip, seperti akuntabilitas, pelestarian catatan 
sejarah (preservation of the historical record), dan kesetaraan akses informasi. Namun, hal ini 
bukan berarti regulasi RtbF tidak dapat berjalan bersama dengan praktik kearsipan. Harmonisasi 
dapat dilakukan meskipun menghadapi tantangan besar, seperti kebutuhan untuk menciptakan figur 
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profesional baru, mengembangkan sistem, kebijakan, prosedur, standar, anggaran, serta menyediakan 
pelatihan dan rencana proyek baru (Mangini et al., 2020).

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menetapkan kebijakan penghapusan data pribadi 
pada arsip yang telah memenuhi syarat, seperti arsip yang sudah melalui proses hukum (Black, 
2020). Pendapat ini sejalan dengan mayoritas responden (51,5%) yang sangat setuju bahwa prinsip 
RtbF perlu diharmonisasikan dengan pengelolaan arsip, dengan rata-rata penilaian 3,3788. Hal ini 
terjadi karena 37,9% responden merasa bahwa implementasi UU PDP dalam kegiatan pengelolaan 
arsip masih sulit dilakukan, dengan rata-rata penilaian 2,3333. Hal ini tentu sejalan dengan pendapat 
Fachmi & Inamullah (2024) yaitu untuk mengakomodasi praktik kearsipan dan RtbF dibutuhkan 
pertimbangan atas kebijakan privasi, user consent, kategori RtbF, klasifikasi dan tingkatan pada RtbF.

Oleh karena itu, perlunya pembelajaran lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan dan 
mengintegrasikan prinsip RtbF dalam kebijakan pengelolaan arsip. Konsep RtbF berfokus pada hak 
individu untuk menghapus data pribadinya dalam waktu tertentu dan mencerminkan gagasan bahwa 
informasi negatif yang sudah kedaluwarsa tidak boleh digunakan kembali (Ramli et al., 2022). Ini 
tentu menjadikan kerja sama antar departemen dalam organisasi, dapat menjadi elemen penting 
dalam pelaksanaan kebijakan PDP dan RtbF. Hal ini telah diatur dalam Pasal 53 UU RUI No. 27 
Tahun 2022 tentang PDP, yang mengamanatkan pengendali data pribadi (Data Protection Officer/
DPO) untuk memastikan dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan pelindungan data pribadi 
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, 
2022). Pentingnya kerja sama ini juga tercermin dari hasil survei, di mana mayoritas responden 
(50%) setuju bahwa pengelolaan data pribadi memerlukan kolaborasi antar departemen dalam 
pengelolaan dan pembuatan kebijakan.

Pemahaman individu terhadap pentingnya pelindungan data pribadi (PDP) merupakan landasan 
utama dalam menjamin hak-hak subjek data, termasuk Right to be Forgotten (RtbF). Pemahaman 
ini tidak hanya mendorong tindakan preventif dalam melindungi data pribadi (Zahwani & Nasution, 
2023), tetapi juga membentuk nilai tanggung jawab dan kepatuhan yang tercermin dalam praktik 
kearsipan di organisasi. Ketika kesadaran dan pemahaman individu menjadi dasar pelaksanaan 
kebijakan, maka implementasi pelindungan data akan berjalan lebih efektif dan konsisten. 

Tabel 2. Pemahaman Implementasi (n=66)

No. Question
Selected answer options Rata-

rataSangat 
Setuju Setuju Cukup 

Setuju
Tidak 
Setuju

Q1 Saya mematuhi hukum yang ada di daerah yurisdiksi 
masing-masing.

39
59,1%

26
39,4%

1
1,5%

0
0,0% 3.5758

Q2
Saya menganggap penting kepedulian terhadap penge-
lolaan dan pengumpulan arsip pribadi/data pribadi oleh 
organisasi.

45
68,2%

20
30,3%

1
1,5%

0
0,0% 3.6667

Q3
Saya merasa perlu untuk menyetujui syarat dan ketentuan 
(term and condition) dalam pengelolaan arsip pribadi/
data pribadi saya.

40
60,6%

24
36,4%

1
1,5%

1
1,5% 3.5606

Q4
Saya merasa bahwa setiap arsip pribadi/data pribadi yang 
telah saya serahkan kepada organisasi seharusnya men-
jadi milik organisasi tersebut.

10
15,2%

15
22,7%

15
22,7%

26
39,4% 2.1364

Q5
Saya setuju bahwa pengelolaan arsip pribadi/data pribadi 
yang telah saya serahkan kepada organisasi harus tunduk 
pada aturan dan kebijakan organisasi tersebut.

16
24,2%

32
48,5%

11
16,7%

7
10,6% 2.8636

Q6
Saya percaya bahwa Hak untuk Dilupakan (Right to be 
Forgotten) dapat diterapkan bersamaan dalam kegiatan 
kearsipan.

32
48,5%

25
37,9%

7
10,6%

2
3,0% 3.3182
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No. Question
Selected answer options Rata-

rataSangat 
Setuju Setuju Cukup 

Setuju
Tidak 
Setuju

Q7 Saya menilai bahwa pengelola arsip tidak dapat melaku-
kan implementasi tanpa bantuan dari departemen lain.

24
36,4%

33
50,0%

8
12,1%

1
1,5% 3.2121

Q8
Saya yakin bahwa Hak untuk Dilupakan (Right to be 
Forgotten) dapat diterapkan dalam pengelolaan kearsi-
pan.

30
45,5%

25
37,9%

9
13,6%

2
3,0% 3.2576

Q9
Organisasi kami telah menyusun kebijakan dan prosedur 
yang terkait dengan Hak untuk Dilupakan (Right to be 
Forgotten).

6
9,1%

22
33,3%

19
28,8%

19
28,8% 2.2273

Q10
Mengharmonisasikan prinsip Hak untuk Dilupakan 
(Right to be Forgotten) dalam pengelolaan arsip adalah 
hal yang penting.

34
51,5%

24
36,4%

7
10,6%

1
1,5% 3.3788

Q11
Saya mengalami kesulitan ketika pemilik arsip meminta 
penghapusan atau retensi arsip aktif sebelum masa re-
tensi yang ditentukan.

11
16,7%

34
51,5%

13
19,7%

8
12,1% 2.7273

Q12 Sangat mudah bagi saya untuk meminta penghapusan 
arsip pribadi/data pribadi saya dari suatu organisasi.

1
1,5%

16
24,2%

16
24,2%

33
50,0% 1.7727

Q13
Permintaan penghapusan arsip pribadi/data pribadi oleh 
pengguna/individu perlu dikaji dan ditingkatkan sesuai 
dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

34
51,5%

30
45,5%

2
3,0%

0
0,0% 3.4848

Q14
Saya merasa bahwa Undang-Undang Pelindungan Data 
Pribadi sulit untuk diimplementasikan dalam kegiatan 
pengelolaan arsip.

7
10,6%

25
37,9%

17
25,8%

17
25,8% 2.3333

Sumber: Data primer diolah (2024)

4.4	 Demografi Responden
Penelitian kuantitatif sering dipengaruhi oleh karakteristik demografi, seperti usia, jenis kelamin, 
dan tingkat pendidikan, yang membantu peneliti memahami kebutuhan dan ciri-ciri populasi yang 
diteliti. Variabel demografi memungkinkan peneliti mengekstrapolasi temuan penelitian ke populasi 
yang lebih luas serta memberikan wawasan tentang keragaman dan karakteristik populasi (Susanto 
et al., 2024). Tabel 3 menyajikan profil demografi responden, dengan rata-rata usia 38 tahun, usia 
termuda 22 tahun, dan tertua 60 tahun. Aspek usia penting untuk diperhatikan karena menurut Soraya 
(2019), semakin bertambah usia seseorang, kesadaran terhadap pelindungan data pribadi (PDP) 
cenderung meningkat. Komposisi jenis kelamin responden juga seimbang, yaitu 50% perempuan (33 
orang) dan 50% laki-laki (33 orang). Keseimbangan ini memberikan representasi yang berimbang 
dalam analisis dan memungkinkan peneliti mengeksplorasi perbedaan persepsi maupun pemahaman 
terhadap pelindungan data pribadi berdasarkan karakteristik demografi secara lebih mendalam.

Hasil analisis perbedaan berdasarkan jenis kelamin tidak ditemukan perbedaan yang signifikan 
dalam tingkat kepedulian terhadap privasi, sebagaimana juga ditunjukkan dalam penelitian oleh 
Sørum et al. (2022). Meskipun demikian, penelitian tersebut mencatat bahwa perempuan cenderung 
lebih peduli terhadap privasi dibandingkan laki-laki. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan 
oleh Gunawan (2021) menunjukkan hasil berbeda, yaitu laki-laki lebih peduli terhadap privasi 
dibandingkan perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap pelindungan data 
pribadi dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Penelitian Soraya (2019) juga memperkuat hal ini, 
dengan menyimpulkan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap cara individu memahami 
dan merespons isu privasi, di mana perempuan menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih tinggi. 

Pada aspek pendidikan dan pekerjaan, mayoritas responden (89,4%) memiliki latar belakang 
Ilmu Perpustakaan/Kearsipan (59 orang), sedangkan 10,6% lainnya berasal dari latar belakang 
pendidikan lain (7 orang). Tingkat pendidikan tertinggi adalah Magister (S2) sebanyak 47,0%, 
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sedangkan kelompok terkecil adalah mahasiswa sebanyak 1,5%. Responden paling banyak bekerja 
sebagai praktisi atau profesional (37,9%), dan paling sedikit adalah mahasiswa (1,5%). Komposisi 
tersebut menunjukan bawah responden dalam penelitian ini memiliki pengalaman dan kemampuan 
yang relevan dalam pengelolaan arsip, sehingga memberikan jawaban yang lebih terarah dan 
mendalam terhadap implementasi RtbF dalam praktik kearsipan.

Tabel 3. Respondent demographic data (n=66)

Kategori Measurement scale

Age Range: 38 tahun; Min.: 22 Tahun; Max.: 60 Tahun; Mean: 39.71 Tahun; Std. Deviation: 
9,384

Gender Perempuan: 50,0% (33); Laki-laki: 50,0% (33)
Background 
Education Ilmu Perpustakaan/Kearsipan: 89,4% (59); Other: 10,6% (7)

Level of Educa-
tion

Mahasiswa: 1,5% (1); Diploma 4 (D4)/Sarjana Terapan: 6,1 % (4); Sarjana (S1): 31,8% 
(21); Magister (S2): 47,0% (31); Doktor (S3): 13.6% (9)

Main occupation Mahasiswa: 1,5 % (1); Pengajar/Dosen: 30,3% (20); Peneliti: 6,1% (4); Praktisi/Profesional: 
37,9 % (25); Lainnya: 24.2% (16)

Knowledge of 
PDP

Ya, saya paham betul: 28,8% (19); Ya, saya tahu sedikit tapi belum cukup paham: 65% 
(43); Ya, tapi saya tidak tahu apa itu sebenarnya: 4,5% (3); Saya belum pernah mendengar 
tentang ini: 1,5% (1).

Knowledge of 
RtbF

Ya, saya paham betul: 9,1% (6); Ya, saya tahu sedikit tapi belum cukup paham: 50,0% (33); 
Ya, tapi saya tidak tahu apa itu sebenarnya: 19,7% (13); Saya belum pernah mendengar 
tentang ini: 21,2% (14).

Sumber: Data primer diolah (2024)

Meskipun variabel demografi tampak sederhana, analisis data demografi mengungkap konteks 
mendasar yang menghubungkan berbagai elemen data (Burton, 2019). Informasi ini dapat digunakan 
untuk mengembangkan proksi arsip atau data arsip yang berguna dalam mengukur konsep-konsep 
yang sulit dikuantifikasi secara langsung dalam penelitian kearsipan. Salah satu metode yang 
digunakan adalah memanfaatkan variabel demografi atau kombinasi dengan variabel latar belakang 
(Das et al., 2018). Ketika variabel demografi dikaitkan dengan konsep pelindungan data pribadi, 
informasi yang disajikan dalam Tabel 3 mencakup data pribadi umum, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang PDP. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan 
eksplisit dari responden, sesuai Pasal 24 UU PDP yang mensyaratkan pemrosesan data pribadi harus 
berdasarkan persetujuan eksplisit, spesifik, dan terinformasi dengan jelas (International Organization 
for Standardization, 2019).

Peneliti juga mengukur karakteristik demografi menggunakan rata-rata 10 pertanyaan terkait 
Pengetahuan dan Kepedulian terhadap Pelindungan Data Pribadi/Arsip Personal, serta 14 pertanyaan 
terkait Pemahaman Implementasi. Skala pengukuran dikelompokkan sebagai berikut: 1,00–1,75 
(Sangat Rendah), 1,76–2,51 (Rendah), 2,52–3,27 (Tinggi), dan 3,28–4,00 (Sangat Tinggi). Namun, 
hasil pengukuran tidak menunjukkan signifikansi. Uji korelasi statistik antara Pengetahuan dan 
Kepedulian terhadap Pelindungan Data Pribadi/Arsip Pribadi dengan Pemahaman Implementasi 
menghasilkan nilai korelasi Pearson sebesar 0,0442**, yang signifikan pada tingkat 0,01 (2-tailed).

4.5 	Perspektif Gender
Analisis menunjukkan adanya asosiasi signifikan antara gender dan sikap responden terkait 
pemberian izin kepada pihak ketiga untuk mengolah, mengumpulkan, dan mengirimkan data pribadi 
tanpa persetujuan. Nilai p sebesar 0,047 dari uji chi-square lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 
menegaskan adanya hubungan antara kedua variabel. Responden laki-laki menunjukkan distribusi 
jawaban sebagai berikut: 24 orang tidak setuju, 4 orang cukup setuju, 3 orang setuju, dan 2 orang 
sangat setuju. Sebaliknya, responden perempuan menunjukkan mayoritas mutlak, dengan 32 orang 
tidak setuju, 1 orang cukup setuju, dan tidak ada yang setuju atau sangat setuju.
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Mayoritas responden, baik laki-laki maupun perempuan, tidak setuju data pribadi mereka 
diproses tanpa persetujuan. Namun, terdapat perbedaan mencolok, di mana tidak ada perempuan 
yang setuju dengan tindakan tersebut, sementara 5 laki-laki menyatakan setuju atau sangat setuju. 
Responden penelitian ini memiliki distribusi gender yang merata, yaitu 33 laki-laki dan 33 perempuan, 
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Hubungan antara gender dan sikap terhadap pemberian izin kepada pihak ketiga untuk memproses 
data pribadi tanpa persetujuan. 

Sumber: Data primer diolah (2024)

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Sørum et al. (2022), yang menunjukkan bahwa 
perempuan cenderung lebih peduli terhadap privasi dan memiliki kontrol yang lebih besar atas 
data pribadi mereka dibandingkan laki-laki. Survei dari Kementerian Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia (2021) juga mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa tingkat 
pengetahuan perempuan terhadap data pribadi umum lebih tinggi (29,8%) dibandingkan laki-laki.

Meskipun perbedaan ini tidak terlalu signifikan, temuan ini mencerminkan kesadaran responden 
terhadap pentingnya privasi, khususnya terkait persetujuan dalam pemrosesan data pribadi. Hal 
ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan pentingnya privasi data cukup tinggi di antara 
responden dari kedua gender. Untuk memahami lebih dalam, penelitian lanjutan perlu dilakukan 
untuk mengeksplorasi hubungan antara kesadaran privasi dan perilaku individu terhadap pelindungan 
data pribadi, karena kesadaran privasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor perilaku (Sørum et 
al., 2022).

4.6 	Isu RtbF dan Retensi Arsip oleh Praktisi di Berbagai Sektor
Analisis menunjukkan adanya interaksi signifikan antara sektor pekerjaan praktisi dengan kesulitan 
yang dialami saat pemilik arsip meminta penghapusan data atau retensi arsip aktif sebelum masa 
retensi yang ditentukan. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi uji chi-square sebesar 0,012, yang 
lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Distribusi jawaban responden menurut sektor pekerjaan 
ditampilkan pada Gambar 2.

Pada sektor swasta, responden yang tidak setuju berjumlah 0, cukup setuju 4 orang, setuju 7 
orang, dan sangat setuju 1 orang. Di sektor publik (lembaga negara), tidak ada responden yang 
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tidak setuju; 1 responden cukup setuju, 5 setuju, dan tidak ada yang sangat setuju. Untuk BUMN/
BUMD, responden yang tidak setuju, cukup setuju, dan sangat setuju masing-masing berjumlah 0, 
sedangkan 2 responden menyatakan setuju. Di sektor lainnya, 3 responden tidak setuju, tidak ada 
yang cukup setuju atau setuju, dan 1 orang sangat setuju. Terakhir, pada sektor penyedia layanan, 
hanya 2 responden yang setuju, sementara responden lainnya tidak memberikan jawaban tidak 
setuju, cukup setuju, atau sangat setuju.

Gambar 2. Hubungan sektor pekerjaan dengan kesulitan penghapusan atau retensi arsip aktif sebelum masa 
retensi yang ditentukan. 

Sumber: Data primer diolah (2024)

Setiap organisasi harus mengimplementasikan regulasi pelindungan data pribadi, namun juga 
wajib mematuhi undang-undang terkait kearsipan. Meskipun privasi telah menjadi isu lama, regulasi 
khusus pelindungan data pribadi seperti UU PDP yang diterbitkan pada 2022 masih relatif baru dan 
belum sepenuhnya diberlakukan. Dalam kegiatan kearsipan, salah satu instrumen penting adalah 
records retention schedule, yaitu kerangka waktu yang mengatur penyimpanan dan pemusnahan 
arsip (Azmi, 2016). Konflik muncul karena regulasi seperti UU Kearsipan dan UU PDP memiliki 
pasal-pasal yang mengatur retensi, yang dapat menciptakan ambiguitas terkait penghapusan data 
pribadi sebelum masa retensi berakhir.

Data menunjukkan bahwa penghapusan data pribadi sebelum masa retensi sering kali sulit 
dilakukan oleh organisasi, baik di sektor publik maupun privat. Meskipun mayoritas responden 
mendukung kebijakan pelindungan data pribadi dan penerapan RtbF, tantangan implementasi tetap 
ada. Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa RtbF sulit diterapkan oleh organisasi 
karena kurangnya pengetahuan, tenggat waktu yang ketat, upaya yang besar, serta ambiguitas dan 
ketidakjelasan dalam undang-undang (Mangini et al., 2020). 

Hasil kuantitatif ini mengindikasikan bahwa sebagian besar praktisi dari berbagai sektor 
mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan subjek data untuk menggunakan hak RtbF ketika 
masa retensi arsip masih berjalan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi, komunikasi, pelatihan, 
sosialisasi, dan diskusi untuk mengharmonisasikan kebijakan organisasi dengan hak asasi manusia, 
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termasuk penerapan RtbF (Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan 
Informasi, 2021).

5.	 KESIMPULAN 
Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pandangan anggota P3RI terhadap prinsip 
Right to be Forgotten (RtbF) dalam pelindungan data pribadi dan pengelolaan arsip. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sebagian besar responden mendukung penerapan RtbF dalam praktik kearsipan. 
Namun, mereka juga menghadapi kendala, terutama dalam menghapus data yang masih berada 
dalam masa retensi arsip. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kesadaran terhadap RtbF 
sudah terbentuk, kesiapan organisasi dari sisi kebijakan dan prosedur belum memadai.

Implikasi dari temuan ini memperlihatkan perlunya penyesuaian regulasi internal agar 
prinsip pelindungan data pribadi, termasuk RtbF, dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam 
sistem pengelolaan arsip. Organisasi perlu menyusun kebijakan yang adaptif dan operasional, 
membentuk tim lintas fungsi yang melibatkan bagian hukum, teknologi informasi, dan kearsipan, 
serta mengembangkan prosedur penghapusan data yang sejalan dengan jadwal retensi. Pelatihan 
dan sosialisasi secara berkala juga penting untuk memperkuat kapasitas pelaksana di lapangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, khususnya pada jumlah responden yang terbatas dan 
latar belakang yang relatif homogen dari kalangan pengelola arsip. Hal ini membatasi generalisasi 
temuan ke sektor lain yang juga relevan dengan isu pelindungan data pribadi, seperti teknologi 
informasi, hukum, dan layanan publik. Keterbatasan ini menjadi peluang untuk penelitian lanjutan 
yang bersifat interdisipliner dengan cakupan sektor yang lebih luas.

Untuk ke depan, disarankan agar penelitian mengevaluasi efektivitas implementasi RtbF secara 
lebih mendalam di berbagai sektor melalui pendekatan kualitatif atau metode campuran. Wawancara 
mendalam dapat memberikan gambaran kontekstual mengenai dinamika kebijakan dan praktik, serta 
membantu merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mendorong harmonisasi antara pelindungan 
data pribadi dan pengelolaan arsip. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap 
literatur kearsipan dan pelindungan data pribadi, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang 
dapat dimanfaatkan oleh organisasi dan pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi dan prosedur 
yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.
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